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REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja
yang adaptif dan berdampak guna meningkatkan
kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional
Penanggulangan Bencana, perlu melakukan penataan
organisasi dan tata kerja Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;

bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan
Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana
dimaksud dalam huruf a telah memperoleh persetujuan
tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara
dan Reformasi Birokrasi;

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun
2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional
Penanggulangan Bencana sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1)



Menetapkan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);

3. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 769);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR
6 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 769), diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 32
Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas:
a. Bagian Rumah Tangga;
b. Bagian Tata Usaha;
c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

2. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 33
Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi urusan rumah
tangga, barang milik/kekayaan negara, dan

perlengkapan di lingkungan Badan  Nasional
Penanggulangan Bencana.

3. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 34
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33, Bagian Rumah Tangga
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan barang
milik /kekayaan negara.



Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 36
Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas
melakukan urusan penatausahaan barang

milik /kekayaan negara di lingkungan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.

Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 3 (tiga) pasal
yakni Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan koordinasi urusan

pengadaan barang/jasa.

Pasal 36B
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36A, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
menyelenggarakan fungsi:
penyiapan dan koordinasi pengadaan barang/jasa;
pengelolaan pengadaan barang/jasa;
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
pembinaan  sumber daya  manusia dan
kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau
bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.
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Pasal 36C
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana.

Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 61
Direktorat Mitigasi Bencana terdiri atas jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana.

Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 70
Deputi Bidang Penanganan Darurat terdiri atas:
a. Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi
Darurat;
b. Direktorat Penanganan Darurat Wilayah I;
Direktorat Penanganan Darurat Wilayah II; dan
Direktorat Penanganan Darurat Wilayah III.
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Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 71
Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi,
dan analisis pelaporan di bidang koordinasi
pengendalian operasi darurat.

Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 71, Direktorat Koordinasi Pengendalian

Operasi Darurat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan
teknis di bidang koordinasi pengendalian operasi
darurat;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
koordinasi pengendalian operasi darurat;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria di bidang penanganan darurat
bencana; dan

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
dan analisis pelaporan di bidang koordinasi
pengendalian operasi penanganan  darurat
bencana.

Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 73
Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat
terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 74

Direktorat Penanganan Darurat Wilayah I mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan analisis
pelaporan penanganan darurat di Provinsi Aceh,
Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa
Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi
Bali, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan
Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi
Tengah, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan
Provinsi Papua Selatan.



12. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

13.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74, Direktorat Penanganan Darurat
Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

a.

penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang
penyelenggaraan penanganan darurat bencana di
Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan
Riau, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi
Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi
Tengah, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua,
dan Provinsi Papua Selatan;

pelaksanaan komando penyelenggaraan darurat
bencana di Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi
Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali,
Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan
Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sula
wesi Tengah, Provinsi Maluku Utara, Provinsi
Papua, dan Provinsi Papua Selatan;

penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
penyelenggaraan penanganan darurat bencana di
Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan
Riau, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi
Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi
Tengah, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua,
dan Provinsi Papua Selatan; dan

penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
dan analisis pelaporan atas pelaksanaan
kebijakan teknis penyelenggaraan penanganan
bencana pada keadaan darurat bencana di
Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan
Riau, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, Provinsi Bali, Provinsi
Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara,
Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi
Tengah, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua,
dan Provinsi Papua Selatan.

Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 76

Direktorat Penanganan Darurat Wilayah I terdiri atas
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
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Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 77

Direktorat Penanganan Darurat Wilayah II mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis,
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan analisis
pelaporan penanganan darurat di Provinsi Sumatera
Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan,
Provinsi Lampung, Provinsi Daerah Khusus Jakarta,
Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Daerah Ibu
Kota Nusantara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi
Gorontalo, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua
Tengah.

Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 77, Direktorat Penanganan Darurat

Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang
penyelenggaraan penanganan darurat bencana di
Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi
Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi
Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi
Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Provinsi Kalimantan Timur, Daerah Ibu Kota
Nusantara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi
Gorontalo, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi
Papua Tengah;

b. pelaksanaan komando penyelenggaraan darurat
bencana di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi
Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi
Lampung, Provinsi Daerah Khusus Jakarta,
Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi
Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Timur,
Daerah Ibu Kota Nusantara, Provinsi Sulawesi
Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Papua Barat,
dan Provinsi Papua Tengah;

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
penyelenggaraan penanganan darurat bencana di
Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi
Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi
Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi
Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Provinsi Kalimantan Timur, Daerah Ibu Kota
Nusantara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi
Gorontalo, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi
Papua Tengah; dan

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
dan analisis pelaporan atas pelaksanaan
kebijakan teknis penyelenggaraan penanganan
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bencana pada keadaan darurat bencana di
Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi
Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi
Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi
Jawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Provinsi Kalimantan Timur, Daerah Ibu Kota
Nusantara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi
Gorontalo, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi
Papua Tengah.

Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 79
Direktorat Penanganan Darurat Wilayah II terdiri atas
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Di antara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 3 (tiga) Pasal
yakni Pasal 79A, Pasal 79B, dan Pasal 79C sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

Direktorat Penanganan Darurat Wilayah IIIl mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis,
pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan analisis
pelaporan penanganan darurat di Provinsi Bengkulu,
Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan
Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi
Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat
Daya, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Pasal 79B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 79A, Direktorat Penanganan Darurat

Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang
penyelenggaraan penanganan darurat bencana di
Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Barat,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi
Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat
Daya, dan Provinsi Papua Pegunungan;

b. pelaksanaan komando penyelenggaraan darurat
bencana di Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera
Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat,
Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi
Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Papua
Barat Daya, dan Provinsi Papua Pegunungan;
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c. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
penyelenggaraan penanganan darurat bencana di
Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Barat,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi
Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat
Daya, dan Provinsi Papua Pegunungan; dan

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
dan analisis pelaporan atas pelaksanaan
kebijakan teknis penyelenggaraan penanganan
bencana pada keadaan darurat bencana di
Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Barat,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi
Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi
Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan,
Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Papua Barat
Daya, dan Provinsi Papua Pegunungan.

Pasal 79C
Direktorat Penanganan Darurat Wilayah III terdiri atas
jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 82

Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri

atas:

a. Direktorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Perumahan;

b. Direktorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Infrastruktur; dan

c. Direktorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial,
Ekonomi, dan Lingkungan Hidup.

Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 83
Direktorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan di bidang
rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan.

Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 84
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 83, Direktorat Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Perumahan menyelenggarakan fungsi:
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a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang
perencanaan rehabilitasi dan  rekonstruksi
perumahan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
perumahan; dan

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi dan
rekonstruksi perumahan.

Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 85
Direktorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan
terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 86
Direktorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan di bidang
rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur.

Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 86, Direktorat Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang
perencanaan rehabilitasi dan  rekonstruksi
infrastruktur;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
infrastruktur; dan

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi dan
rekonstruksi infrastruktur.

Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 88
Direktorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur
terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
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Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 89
Direktorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial,
Ekonomi, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi,
dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi dan
rekonstruksi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 89, Direktorat Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang
perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial,
ekonomi, dan lingkungan hidup;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
rehabilitasi dan rekonstruksi sosial, ekonomi, dan
lingkungan hidup;

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi
sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup; dan

d. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi dan
rekonstruksi sosial, ekonomi, dan lingkungan
hidup.

Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 91
Direktorat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial,
Ekonomi dan Lingkungan Hidup terdiri atas jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana.

Ketentuan huruf d dan huruf f Pasal 96 diubah,
sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 95, Direktorat Pengelolaan Logistik dan
Peralatan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi penyusunan dan
pelaksanaan  kebijakan teknis di bidang
pengelolaan bantuan logistik dan peralatan;

b. penyiapan koordinasi perencanaan dan
pelaksanaan pemenuhan kebutuhan;
C. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan

penyimpanan dan pemeliharaan;
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d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan distribusi
dan pengendalian;

e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur
dan kriteria di bidang pengelolaan bantuan logistik
dan peralatan; dan

f. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
dan analisis pelaporan di bidang pengelolaan
logistik dan peralatan.

Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 98
Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
koordinasi dalam pengelolaan dan optimasi jaringan
logistik dan peralatan melalui kemitraan dan
pemanfaatan layanan digital, pemantauan, evaluasi
dan analisis pelaporan di bidang optimasi jaringan
logistik dan peralatan.

Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 98, Direktorat Optimasi Jaringan Logistik

dan Peralatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan koordinasi penyusunan kebijakan
teknis di bidang optimasi jaringan logistik dan
peralatan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
optimasi jaringan logistik dan peralatan,;

c. penyiapan koordinasi penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria di bidang optimasi
jaringan logistik dan peralatan;

d. penyiapan pelaksanaan kemitraan dan layanan
digitalisasi di bidang optimasi jaringan logistik dan
peralatan;

e. peningkatan jaringan kemitraan di bidang
optimasi jaringan logistik dan peralatan; dan

f. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
dan analisis pelaporan di bidang optimasi jaringan
logistik dan peralatan.

Judul Paragraf 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Paragraf 12
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kebencanaan
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Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 121
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kebencanaan
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi,
dan analisis pelaporan bidang pembinaan jabatan
fungsional kebencanaan.

Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 121, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Kebencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis bidang
pembinaan jabatan fungsional kebencanaan;

b. penyiapan penyusunan rencana, program, dan
anggaran pembinaan  jabatan fungsional
kebencanaan;

c. penyiapan pelaksanaan pengembangan sistem
informasi dan layanan informasi jabatan
fungsional kebencanaan;

d. penyiapan penyusunan pemberian rekomendasi
formasi jabatan fungsional kebencanaan;

e. penyiapan penyusunan rencana pengembangan
kompetensi jabatan fungsional kebencanaan;

f.  penyusunan standar kompetensi dan kualitas
kerja jabatan fungsional kebencanaan;

g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja
jabatan fungsional kebencanaan; dan

h. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi,
dan analisis pelaporan bidang pembinaan jabatan
fungsional kebencanaan.

Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 123
Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kebencanaan
terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 124
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 123 huruf a mempunyai tugas melakukan
penyiapan penyusunan rencana program anggaran,
urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan,



36.

37.

38.
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kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, barang milik
negara, evaluasi, dan analisis pelaporan.

Ketentuan ayat (2) Pasal 137 diubah sehingga Pasal 137
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

(1) Kepala merupakan jabatan pimpinan tinggi utama.

(2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama
merupakan jabatan pimpinan tinggi madya atau
jabatan struktural eselon I.a.

(3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat
merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau
jabatan struktural eselon Il.a.

(4) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator
atau jabatan struktural eselon IIl.a.

(5) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas
atau jabatan struktural eselon IV.a.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 138 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

(1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Sekretaris Utama, Deputi, dan Inspektur Utama
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas
usul Kepala, setelah melalui prosedur seleksi
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat
diangkat dan diberhentikan oleh Kepala, setelah
melalui prosedur seleksi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Kepala Bagian dan Kepala Subbagian diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Lampiran dalam = Peraturan Badan  Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional
Penanggulangan Bencana diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,

SUHARYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1159
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LAMPIRAN

PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DI LINGKUNGAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

KEPALA BNPB
|
|
INSPEKTORAT SEKRETARIAT
UTAMA UTAMA
[ ,
| ] | | | ] 1
BIRO BIRO HUKUM, BIRO SUMBER DAYA| !
INSPEKTORAT | INSPEKTORAT II INSPEKTORAT Il PERENCANAAN BIRO KEUANGAN ORGANISASI, DAN MANUSIA DAN I
KERJA SAMA umMuM 1
1
1
1
[ [ | | ] I
DEPUTI BIDANG DEPUTI BIDANG DEPUTI BIDANG DEPUTI BIDANG DEPUTI BIDANG :
SISTEM DAN PENCEGAHAN PENANGANAN REHABILITASI DAN LOGISTIK DAN
STRATEGI DARURAT REKONSTRUKSI PERALATAN :
1
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT 1
| PEMETAAN DAN [|  DIREKTORAT || KOORDINASI REHABILITASI DAN PENGELOLAAN 1
EVALUASI RISIKO MITIGASI BENCANA PENGENDALIAN [l REKONSTRUKSI LOGISTIK DAN 1
BENCANA OPERASI DARURAT PERUMAHAN PERALATAN 1
1
— |
DIREKTORAT
DIREKTORAT || DIREKTORAT PENANGANAN DIREKTORAT DIREKTORAT 1
PENGEMBANGAN KESIAPSIAGAAN H OPTIMASI

DARURAT WILAYAH REHABILITASI DAN 1

H STRATEGI H JARINGAN LOGISTIK|
\ REKONSTRUKSI 1

PENANGGULANGAN] INFRASTRUKTUR DAN PERALATAN

BENCANA :
||  DIREKTORAT plz::{:&?\m.rw 1
DIREKTORAT PERINGATAN DINI 1 DIREKTORAT ,
SISTEM DARURAT WILAYAH REHABILITASI DAN |
“JPENANGGULANGAN I | REKONSTRUKSI |
BENCANA SOSIAL, EKONOMI, |
[ DIREKTORAT | DAN LINGKUNGAN 1
|| PENANGANAN HIDUP |
DARURAT WILAYAH 1
1l |
]

r=====77 I r=-~-=-=-~=-=======7=7==777=7=-=
+ + 1
PUSAT PENDIDIKAN PUSAT DATA, PUSAT PEMBINAAN
DAN PELATIHAN INFORMASI, DAN JABATAN
PENANGGULANGAN| KOMUNIKASI FUNGSIONAL
BENCANA KEBENCANAAN KEBENCANAAN




2. Sekretariat Utama
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SEKRETARIAT
UTAMA
1
| | | |

BIRO BIRO SUMBER BIRO HUKUM,
PERENCANAAN BIRO KEUANGAN DAYA MANUSIA ORGANISASI, DAN

DAN UMUM KERJA SAMA

1
| | |
JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN
BAGIAN RUMAH BAGIAN PENGADAAN) 1o N TATA USAHA FunGsionAL DAN-| L FUNGsionAL DAN

—1 'FUNGSIONAL DAN

UVABATAN PELAKSANA

FUNGSIONAL DAN
UABATAN PELAKSANA

TANGGA

BARANG DAN JASA

UABATAN/PELAKSANA

UABATAN-PELAKSANA

SUBBAGIAN BARANG

JABATAN
FUNGSIONAL.DAN .{

SUBBAGIAN TATA
USAHA PIMPINAN

FUNGSIONAL DAN
UABATAN/PELAKSANA

MILIK NEGARA JABATAN PELAKSANA DAN PROTOKOL
SUBBAGIAN TATA
JABATAN USAHA DEPUTI

[~ | BIDANG SISTEM DAN

STRATEGI

SUBBAGIAN TATA
USAHA DEPUTI

BIDANG PENCEGAHANI

SUBBAGIAN TATA
USAHA DEPUTI

~ |BIDANG LOGISTIK DAN
PERALATAN

[~ |BIDANG PENANGANAN
DARURAT

| BIDANG REHABILITASI

SUBBAGIAN TATA
USAHA DEPUTI

DAN REKONSTRUKSI

SUBBAGIAN TATA
USAHA DEPUTI
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Deputi Bidang Sistem dan Strategi

DEPUTI BIDANG

SISTEM DAN
STRATEGI
| |
DIREKTORAT
DIREKTORAT PEMETAAN PENGEMBANGAN DIREKTORAT SISTEM
DAN EVALUASI RISIKO STRATEGI PENANGGULANGAN
BENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
BENCANA
JABATAN JABATAN JABATAN
FUNGSIONAL DAN FUNGSIONAL DAN FUNGSIONAL DAN
JABATAN JABATAN JABATAN
PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA
4. Deputi Bidang Pencegahan
DEPUTI BIDANG
PENCEGAHAN
I I
DIREKTORAT MITIGASI DIREKTORAT DIREKTORAT
BENCANA KESIAPSIAGAAN PERINGATAN DINI

JABATAN FUNGSIONAL
DAN JABATAN
PELAKSANA

JABATAN FUNGSIONAL
DAN JABATAN
PELAKSANA

JABATAN FUNGSIONAL
DAN JABATAN
PELAKSANA
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5. Deputi Bidang Penanganan Darurat

DEPUTI BIDANG

PENANGANAN
DARURAT
1
| I ] I
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
KOORDINASI PENANGANAN PIELR:SEOAiIfN PENANGANAN
PENGENDALIAN DARURAT DARURAT WILAYAH II DARURAT
OPERASI DARURAT] WILAYAH | WILAYAH llI
JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
DAN JABATAN DAN JABATAN DAN JABATAN DAN JABATAN
PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA PELAKSANA

6. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

DEPUTI BIDANG
REHABILITASI DAN

REKONSTRUKSI
I
I I I
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT REHABILITASI
REHABILITASI DAN REHABILITASI DAN DAN REKONSTRUKSI
REKONSTRUKSI REKONSTRUKSI SOSIAL, EKONOMI, DAN
PERUMAHAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN HIDUP

JABATAN FUNGSIONAL

DAN JABATAN
PELAKSANA

JABATAN FUNGSIONAL

DAN JABATAN
PELAKSANA

JABATAN FUNGSIONAL

DAN JABATAN
PELAKSANA
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Deputi Bidang Logistik dan Peralatan

DEPUTI BIDANG LOGISTIK DAN
PERALATAN

DIREKTORAT PENGELOLAAN
LOGISTIK DAN PERALATAN

DIREKTORAT OPTIMASI
JARINGAN LOGISTIK DAN
PERALATAN

JABATAN FUNGSIONAL

JABATAN FUNGSIONAL

DAN JABATAN PELAKSANA

Inspektorat Utama

DAN JABATAN PELAKSANA

INSPEKTORAT UTAMA

BAGIAN TATA USAHA

INSPEKTORAT |

INSPEKTORAT I

INSPEKTORAT Il

JABATAN FUNGSIONAL
DAN JABATAN

PELAKSANA

JABATAN FUNGSIONAL
DAN JABATAN
PELAKSANA

JABATAN FUNGSIONAL
DAN JABATAN

PELAKSANA
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9. Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan

PUSAT DATA, INFORMASI,
DAN KOMUNIKASI
KEBENCANAAN

— SUBBAGIAN TATA USAHA

JABATAN FUNGSIONAL
DAN JABATAN
PELAKSANA

10. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
PENANGGULANGAN
BENCANA

— SUBBAGIAN TATA USAHA

JABATAN FUNGSIONAL
DAN JABATAN
PELAKSANA
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11. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kebencanaan

PUSAT PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL
KEBENCANAAN

— SUBBAGIAN TATA USAHA

JABATAN FUNGSIONAL
DAN JABATAN
PELAKSANA

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUHARYANTO
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